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Abstrak

Judul skripsi ini dipilih setelah melihat fenomena di lapangan, di mana masih tingginya tindakan pelanggaran
indisipliner yang terjadivdi Kantor Camat Sebangki Kabupaten Landak. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui
bagai mana pembinaan disiplin secara kerektif yang dilaksanakan di Kantor Camat Sebangki: K abupaten Landak.
Penelitian ini mengunakan metode kualitatif, hal ini dimaksudkan untuk memahami fenomena‘tentang apa yang
terjadi dan dialami oleh subjek penelitian melalui kata-kata dan kalimat untuk dijedikan kesimpulan serta saran-
saran yang:diperlukan: Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pembinaan disiplin secara korektif melalui
peringatan lisan oleh‘atasan dan pernyataan tertulis ketidakpuasan.oleh atasan langsung sudah dilaksnakan, akan
tetapiy pembinaan disiplin secara korektif melalui penundaan kenaikan gaji berkala dan penundaan kenaikan
pangkat belum dilaksanakan dan terdapat pegawai yang dipindahkan. Kesimpulan dari hasil'penelitian ini adalah
pembinaan korektif sudah dilaksanakan di Kantor Camat Sebangki, akan tetapi pelanggaran masih terjadi
terkhusus berkenaan jam masuk dan pulang kantor. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti selama
diflapangan, maka untuk menanggulangi masalah-masalah yang terjadi peneliti memberikan beberapa masukan
berupa saran"yaitu pembinan disiplin melalui teguranglisan sebaiknya dilakukan secara tertutup melaui
pemanggilan dan tidak dilakukan saat apel atau dalam rapat staf/bulanan. Perlunya ketegasan pimpinan untuk
mendisiplinkan bawahannya agar mematuhi jam masuk dan jam pulang kantor. Dalam melaktlkan pembimaan
bukan hanya semata-mata memberikan hukuman tetapi terus melakukan pendekatan-pendekatan persuasif untuk
mencegah terulangnya kembali pelanggaran disiplin oleh oknum yang sama.

Kata-kata Kunci : kantor camat sebangki, pembinaan disiplin.

COACHING DISCIPLINE GOVERNMENT OFFICIALS (A STUDY IN SEBANGKI
SUB-DISTRICT OFFICE LANDAK REGENCY).

Abstract

The title of this thesis was chose after saw phenomenon in the field, =when-there was high violationing
disciplinary action that was occur-in, Sebangki Sub-district office Landak regency. The purpose of this thesis to
know how coaching discipline correctively that doing in Sebangki .sub-district office Landak regency. This
research use qualitative method, it is intended to! understand about what phenomenons ithat was occur and
experienced by subjett through words and sentence to make conclusion and suggestions in‘heed. From the result
of research that has been®dene, coaching disipline correctively through verbal™warning and writing. The
statement of no satisfied by a superior difectly=was-already=carried out, but coaching discipline correctively
through delay the rise of salary and promotion has not been implemented and there are employees of the
displaced. The conclusion of this research is corrective research was already carry out in Sebangki sub-district
office, but the violations are still going in especially in working hours and hour work ended. Based on the results
of research conducted during the field research , it is to cope with the problems that occurred researchers gave
some input in the form of suggestions that pembinan discipline through verbal warning should be done behind
closed doors through the call and did not do when the apple or in staff meetings / monthly . The need for
firmness leadership to discipline subordinates to comply clock in and clock home office. In fostering not merely
impose penalties but continue to make a persuasive approaches to prevent the recurrence of violations of
discipline by the same person .

Keywords: Sebangki Sub-District Office, Coaching Discipline.
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Mewujudkan  aparatur  Pegawai
Negeri Sipil  (PNS) yang handa,
profesona, dan bermoral  sebagai
penyelenggara pemerintahan yang

menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan
yang baik (good governmance), maka
aparatur PNS dituntut” untuk setia kepada
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Jiahun 1945, Negara
Kesatuan Republik_ Ihdonesia, Pemerintah,
dan” selalu bersikap disiplin, jujur, adil,
transparan, dan akuntabel dalam melaksana
kan dan menjalankan tugas-tugasnya.
Peraturan Pemerintah Nomor: 53
Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai
(PNS)
kewgjiban, larangan dan hukuman disiplin
bagi PNS. Disiplin PNS berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 Tentang Disiplin Pegawai, “Negeri

Negeri  Sipil yang memuat

Sipil adalah'.kesanggupan pegawai negeri
sipil  untuk “mentaati “kewajiban ;dan
menghindari larangan yang ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan.ataw
peraturan kedinasan yang apabila tidak
ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman
disiplin. Pelanggaran disiplin adalah setiap
ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang
tidak  mentaati dan/atau

melanggar larangan ketentuan disiplin PNS,

kewajiban
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baik yang dilakukan di dalam maupun di
luar jam kerja. Hukuman disiplin adalah
hukuman yang dijatuhkan kepada PNS
karena melanggar peraturan disiplin PNS.
Kecamatan Sebangki  Kabupaten
Landak merupakan sebaga ujung tombak
dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan
di Keecamatan. Salah satu unsur utama
penentu kinerja pemerintahan adalah
disiplin, pegawainyay.kinerja pegawa di
dalam kantor tersebut sangat menentukan
keberhasilan

pemefintahan.

pel aksanaan pelayanan

Kondis perkantoran
pemerintah pada kenyataannya selau

bermasal ah dengan disiplin pegawainya.

2. Fokus Penédlitian

Berdasarkan teori yang diungkapkan
oleh Siagian pendisiplinan itu terdiri; dari
dua yaitu preventif dan korektif, mamun
peneliti lebih memilih pada pembinaan
yang bersifat korektif yang terdiri dari 9
poin pendisiplinan. Hal ini sestiai dengan
PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin
pegawair yang -~ mengamanatkan bahwa
pegawai yang melakukan
pelanggaran dijatuhi hukuman. Kemudian
disebutkan kembali dalam pasa 20 bagian
4 bahwa pejabat setingkat eselon I11 dalam
hal ini Camat hanya bisa melaksanakan 4

setiap

dari 9 poin tersebut. Sehingga pendliti
memfokuskan penelitian ini pada:

a. Peringatan lisan oleh atasan
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b. Pernyataan tertulis ketidakpuasan oleh
atasan langsung

c. Penundaan kenaikan ggji berkala

d. Penundaan kenaikan pangkat

3. Rumusan Per masalahan

Berdasarkan dari latar belakang dan
fokus pendlitian, maka yang .menjadi
rumusan permasalahan dalam penelitian ini
adalah “Bagaimanakah pembinaan, disiplin
korektif  di Camat “Sebangki
K ecamatan Sebangki Kabupaten Landak?“.

Kantor

4. Tujuan Penelitian
Adapun yang hendak dicapai dalam
penelitian ini yaitu :

a. Untuk- mengetahui pembinaan melalui
peringatan lisan oleh atasan di Kantor
Camat Sebangki Kabupaten Landak.

b. Untuk mengetahui pembinaan melalui
pernyataan tertulis ketidakpuasaan oleh
atasan langsung di  Kantor Camat
Sebangki Kabupaten Landak.

c. Untuk mengetahui pembinaan melalui
penundaan ‘kenaikan gaji berkala-oleh
atasan di  Kantor Camat Sebangki
Kabupaten Landak.

d. Untuk mengetahui pembinaan melalui
penundaan kenaikan pangkat oleh atasan
di Kantor Camat Sebangki Kabupaten
Landak.

5. Manfaat Pendlitian.
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a. Manfaat Teoritis

Memberikan manf aat bagi
perkembangan ilmu pengetahuan dan
ilmu pemerintahan pada umumnya

dan untuk bidang pembinaan disiplin

secara  korektif  bagi  aparatur
pemerintah di  Kantor  Camat
Sebangki Kabupaten Landak.

Kemudian. diharapkan dapat menjadi
rujukan bagi peneliti berikutnya.
b. Manfaat Prétis

Sebagai masukan bagi pemerintah di
Kantor Camat Sebangki Kabupaten
Landak dalam preses pembinaan
disiplin bagi aparatur pemerintah
untuk kinerja yang lebih baik lagi
terutama dalam pembentukkan sikap
disiplin aparatur.

B. TEORI DAN METODOL OGI

1. Teori
1.1. Disiplin Pegawai
Singodimedjo (dalam Edy Sutrisno,
2009:86) menyatakan disiplin adalah sikap
kesediaan“dan kerelaan seseorang untuk
dan mentaati

mematuhi norma-norma

peraturan yang berlaku disekitarnya.
Dengan adanya disiplin dari seseorang
maka segala upaya dan usaha yang telah
sebelumnya dapat
Ketaatan

3

direncanakan

dilaksanakan dengan baik.
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terhadap setigp peraturan yang ada akan
dalam

dan mendispilinkan para

mempermudah pimpinan

mengontorol

pegawai.
Rosidah  (2009: 290)

adalah

mengkoreks atau menghukum bawahan

“disiplin
(discipline) prosedur  yang
karena melanggar peraturan atau presedur.
Disiplin merupakan bentuk* pengendalian
diri pegawai dan peleksanaan yang teratur
dan menunjukan tingkat késungguhan tim
kerja di dalam sebuahserganisasi”. Melihat
pengertian tersebut™ dengan kata. lain

diharapkan ‘pegawa  untuk = mampu
mengendalikan” diri dalam upaya mentaati
peraturan dalam sebuah organisasi. Hal ini
dipertegas kembali oleh Dessler (2007:194—
195) menyatakan bahwa tujuan disiplin
adalah  untuk pegawai

berperilaku berhati — hati dalam pekerjaan,

mendorong
dalam ', satu organisasi, peraturan dan
perundang — undangan memiliki tujuan
yang sama,dengan apa yang dilakukan oleh
daam  masyarakat,
dibutuhkan saat satu dari peraturansydan

hukum disiplin
perundang-undangan dilanggar.

(dalam
2001:34) mengatakan bahwa “disiplin dapat

Hodges “Yuspartiwi,
diartikan sebagal sikap seseorang atau
kelompok yang berniat untuk mengikuti
aturan-aturan yang telah ditetapkan”. Dari
pendapat itu dapat diartikan bahwa disiplin
itu adalah sikap dan tingkah laku yang taat
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terhadap aturan yang ada dalam organisasi.
Niat untuk mentaati
(2000:86)
suatu kesadaran bahwa tanpa disadari unsur

aturan  menurut
Suryohadiprojo “merupakan
ketaatan untuk tujuan organisasi tindakan
tercapai”. Miftah Thoha, (dalam Supianto,
2012:21)
kedisiplinan ini

“salah satu tolak ukur dari
adalah kehadiran dan
kepulangan pegawai tepat waktu sesual
dengan; jadwa yang. ditentukan. Bentuk
disiplin“yang lain adalah 'ketepatan dalam
melaksanakan  tigas kerja ‘atau  lebih
menekankan pada output. Pegawai dituntut
untuk dapat menyelesaikan tugasnya sesual

jawdalyang ditentukan.”

1.2. Pembinaan Disiplin

Pembinaan berasal dari.kata bina
yang mendapat awalan pem- dan akhiran —
an yang berarti bangun/bangunan. Dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia pembinaan
berarti membina, memperbaharui, atau
proses,-—perbuatan, cara membina, usaha,
tindakan “dan kegiatan yang dilakukan
Secarar berdayaguna dan; berhasil guna
untuk memperboleh hasilsyang |ebih baik.

Widjga (2005:147)
bahwa: Pembinaan atas penyelenggaraan

menjelaskan

pemerintah daerah adalah upaya yang
dilakukan pemerintah dan atau gubernur
selaku wakil pemerintah di daerah untuk
mewujudkan tercapainya tujuan
penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam

4
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rangka pembinaan oleh  pemerintah,

menteri, dan pimpinan lembaga non
pemerintah, non departemen melakukan
pembinaan sesuai dengan fungsi dan
kewenangan masing-masing yang
Dalam

Negeri untuk pembinaan provins serta

dikoordinaskan oleh Menteri

gubernur untuk pembinaan dan pengawasan
kabupaten /kota.

Hal tersebut™ didukukung oleh
Nurcholis (2005:317) bahwa Pembinaan
atas penyelengga raan.pemerintah daerah
dilaksanakan  oleh
meliputi

pemerintah  yang
koordinas pemerintah antar

susunan pemerintah, pemebrian pedoman

dan standar pel aksanaan urusan
pemerintahan,  pemberian  bimbingan,
supervisi, dan konsultas pelaksanaan

urusan pemerintahan, pendidikan dan

pelatihan perencanaan, penelitian dan
pengembangan, pemantauan, dan evauas
pel aksanaan urusan pemerintahan.
Pembinaan pegawal adalah suatu
kebijaksanaan instans yang selalu harus
dilaksanakan, sagar instans ' pemerintah
memiliki pegawai. yang handal dan siap
menghadapi tantangan (Saydam,1997:205).
Suatu pembinaan biasanya diarahkan agar:
a. Mereka dapat 1ebih melaksanakan tugas-
tugas secara berdaya guna dan berhasil
guna
b. Mutu

meningkat sehingga dapat menjamin

keterampilan mereka akan
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semakin berpartisipasinya mereka dalam
pel aksanaan tugas-tugas.

c. Diperolehnya pegawai yang setia dan
taat kepada kepentingan perusahaan,
negara dan pemerintah.

d. Terciptanya iklim kerja yang harmonis,

serasi dan mampu menghasilkan produk

yang, bermutu dan optima, dan
sebagainya:
Sedangkan menurut Saydam

(1997:204) ““pembinaan disiplin sebagai
kegiatan yang harus selalu dilakukan oleh
pimpinan kantor atau perusahaan organisas
atau perusshaan agar.-organisas atau
perusahaan dapat berjalan~ teratur dan
mudah mencapai tujuan yang sudah
ditetapkan.”

Pembinaan disiplin dapat-dilakukan
melalui:

a. Penciptaan peraturan-peraturan dan tata
tertib yang harus dilaksanakan.

b. Menciptakan dan memberi sanksi-sanksi
bagi-pelanggar disiplin.

c. Melakukan pembinaan disiplin melaui
pelatihan © kedisiplinan; yang terus
menerus.

Adapun dalam pembinaan disiplin
menurut Siagian (2014:306-307) dapat
dilakukan dengan beberapa hal antara lain
adalah:

a. Pendisiplinan Preventif
Pendisiplinan secara preventif

merupakan tindakan yang dilakukan oleh

5
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pimpinan yang berupaya memberi
dorongan kepada anggota organisas atau
pegawai agar mentaati segala ketentuan
yang berlaku dan memenuhi standar
yang telah ditetapkan. Artinya dengan
adanya penjelasan harapan yang hendak
dicapai ialah menghindari terjadinya
tindakan danperilaku yang menyimpang
dari para anggota @rganisas atau
pegawai.
b. Pendisiplinan’Korektif
Pendisplinan secara " korektif yaitu
apabila pegawal “meanggar ketentuan
yang berlaku atau gagal memenuhi
standar yang telah ditetapkan maka
pimpinan memberikan sanksi
kepadanya. Pemberian sanksi tentunya
menyesuaikan dengan berat ringannya
pelanggaran yang dilanggar oleh yang
bersangkutan dan sesuai aturan yang
telah ada sebdumnya bak yang
bersumber dari aturan yang dikeluarkan
pemerintah maupun yang berlaku dari
organisast,itu sendiri. Penjatuhan sanksi
indisipliner bersifat hierarki dimulai=oleh
atasan langsung pimpinan organisasi
kemudian pejabat yang |ebifrtinggi-dari
pimpinan organisas dan pada tingkat
akhir oleh pejabat yang berkewenangan
untuk itu. Agar tujuan pendisiplinan
seperti yang telah disinggung di atas
tercapai, pendisiplin harus diterapkan

secara bertahap. Adapun yang dimaksud
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dengan secara bertahap adalah dengan

mengambil berbagal langkah yang
bersifat pendisiplinan, mulai dari yang
paling ringan hingga kepada yang
terberat, seperti:

1. Peringatan lisan oleh atasan.

2. Pernyataan tertulis  ketidakpuasan
oleh atasan langsung.

Penundaan kenaikan ggji berkala.
Penundaan kenaikan pangkat.
Pembebasan dari jabatan.
Pemeberhentian sementara:

Pemeberhentian atas

N o ok W

permintan
sendiri.

8. Pemberhentian denganhormat tidak
atas permintaan sendiri.

9. Pemberhentian tidak dengan hormat

2. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan | yang
terdapat di latar belakang dan tujuan dari
penelitian ini, maka peneliti menggunakan

jenis-penelitian deskripsi dengan metode

kualitatif. ~“Melalui  penelitian deskriptif
dengam : metade kualitatif ini  penditi
berusaha mendeskripsikan tentang

pembinaan~disiplin secara korektif yang
terdiri dari peringatan lisan oleh atasan,
pernyataan tertulis ketidakpuasan oleh
atasan langsung, penundaan kenaikan gaji
berkala dan penundaan kenaikan pangkat.
Dari hasil penelitian ini peneliti berusaha
mengumpulkan fakta untuk

6
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mengembangkan konsep, model, namun
tidak bertujuan untuk menguji teori serta
berusaha  untuk  menganaisis  dan
menggambarkan wujud dari pembinaan
disiplin secara korektif di Kantor Camat

Sebangki Kabupaten Landak.

C.HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
1. Peringatan Lisan"Oleh Atasan
Dari hasil wawancara yang telah
dilakukan
teguran lisan oleh atasan telah dilakukan

terlihat pembinaan ‘melalui

dan pembinaannya pun sudah terlihat cukup
tegas. Meskipun dalam pelaksanaannya
terlihat bahwa ada halangan seperti
keterbatasan pegawai khususnya untuk
jabatan Kas sehingga pembinaan langsung
ditangani. oleh Camat ataupun Sekretaris
Kecamatan namun upaya mendisiplinkan
pegawai ini*; terus dilakukan. Pembinaan
melalui teguran lisan dilaksnakan demgan
menegur langsung aparatur  yang
melakukan pelanggaran disiplifketika.apel
dan rapat staf oleh Camat selaku pimpinan.
Melalui pembinaan yang dilakukan dengan
cara menegur langsung pegawainya yang
melakukan pelanggaran, pimpinan ingin
menumbuhkan rasa malu bagi pelanggar
disiplin.
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2. Pernyataan Tertulis ketidakpuasan
Oleh Atsan Langsung.

Berdasarkan hasil wawancara yang
dilakukan, pembinaan disiplin  melaui
pernyata an tertulis ketidakpuasan oleh
atasan langsung juga sudah dilaksanakan.
melaui
pernyataan tertulis ketidakpuasan oleh

Pelaksanaan  pembina  an
atasan Jangsung dilakukan lebih tertutup
yaitu antaraterperiksa dan yang memeriksa.
Pegawal. yang melakukan pelanggaran pun
diberikan kesempatan untuk membela diri
dengan memberikan penjelasan, seperti ‘apa
alasan ' yang bersangkutan sampai tidak

masuk kantor sesuai dengan kewajibannya.

3. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala

Dari hasil wawancara peneliti
dilgpangan, untuk pembinaan melaui
penundaan ggji berkala belum pernah
dilaksanakan di Kantor Camat Sebangki
dikarenakan memang belum ada pegawai
tindakan
Sepertk ryang. termuat dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Namun
ada-kemungkinan hal ini akan diterapkan
catatan apabila ada terjadi

pelanggaran. Penerapannya yaitu dengan

yang melakukan

indisipliner

dengan

merekomendasikan penundaan kenaikan
ggji berkalalangsung ke BKPP.

4. Penundaan K enaikan Pangkat
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Berdasarkan  hasil pemaparan
terwawancara ketika penelitian  dapat
diketahui
melalui penundaan kenaikan pangkat juga
belum pernah dilaksanakan di Kantor
Camat Sebangki Kabupaten Landak.

Namun apabila terjadi pelanggaran maka

bahwa pembinaan disiplin

pihak Kecanatan akan merekomendasikan
ke BKPP untuk penundaan kenaikan
pangkat bagi pelanggarnya. Selain itu
terdapat pegawai yang' mendapatkan
pemindahan” tempat..tugas kerja  karena
pegawal yang bersangkutan jarang masuk

kantor.

D.SIMPULAN DAN SARAN

a) Simpulan
1. Pembinaan disiplin secara korekiif
melalui peringatan lisan oleh atasan
sudah dilaksanakan dengan cara
memberikan teguran langsung
terhadap pegawa yang melnggar
disiplin
staf/bul anan:

ketika apel ‘dan ‘rapat

2. Pembinaan disiplin seCara~korektif
melalui
ketidakpuasan oleh atasan langsung

pernyataan tertulis
dilaksanakan dengan prosedur yaitu

dimulai dengan pemanggilan,
pemeriksaan dan penandatanganan

bersama berita acara pemeriksaan
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yang dilakukan secara tertutup antara
pemeriksa dan terperiksa.

3. Pembinaan disiplin secara korektif
melalui penundaan gaji berkala dan
penundaan kenaikan pangkat di
Kantor Camat Sebangki samapal pada
saat penditian ini dilakukan belum
pernah dilaksanakan. Hal ini terkait
belum pegawa  yang
melakukan  pelanggaran terhadap

adanya

ketentuan pasal yang mengaturnya
sehingga Camat selakus. pimpinan
belum
Namun tidak menutup kemungkinan
akan dilaksanakan apabila ada
pegawai yang mel akukan

pelanggaran.

kantor mel aksanakannya,

b) Saran

Berdasarkan hasil penelitian’ yang
dilakukan peneliti selama di Iapangan,
untuk itu peneliti memberikan beberapa
masukan berupa saran yaty sebagal
berikut:

1. Pembinan disiplin melalui teguran lisan
sebaiknya dilakukan,” secara tertutup
melalui™ pemanggilan dan  tidak
dilakukan saat apel atau dalam rapat
staf/bulanan.

2. Perlunya ketegasan pimpinan untuk
mendisiplinkan bawahannya  agar

mematuhi jam masuk dan jam pulang

kantor.
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3. Dadam meakukan pembinaan bukan
memberikan
melakukan
pendekatan-pendekatan persuasif untuk
kembali

pelanggaran disiplin oleh oknum yang

hanya semata-mata

hukuman tetapi  terus

mencegah terulangnya

Sama.
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